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1. RENTRA DPMPTSP TAHUN 2019 – 2024 

Mengarah pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi 

Lampung Tahun 2019 – 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

sebagai komponen penunjang Pemerintahan dalam hal urusan Pelayanan Publik dan 

Penguatan Ekonomi Daerah mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu “Mewujudkan good 

governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public” dan Misi ke- 5 

“Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang 

seimbang dengan wilayah perkotaan”  dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Kualitas 

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”. 

 

Gambar 1.1 : Indikator Kinerja DPMPTSP 2019 - 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hal tersebut diatas DPMPTSP Provinsi Lampung Menetapkan TUJUAN 

RENSTRA, yaitu “Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi da meningkatkan iklim usaha da 

investasi” dengan 2 (dua) SASARAN, dan 2 (dua) INDIKATOR SASARAN jangka 

menengah yang dijabarkan pada table berikut: 

 

 

 

MISI II & V 
“Mewujudkan good governance 
untuk meningkatkan kualitas dan 

pemerataan pelayanan public” 
DAN 

“Membangun kekuatan ekonomi 
masyarakat berbasis pertanian 

dan wilayah pedesaan yang 
seimbang dengan wilayah 

perkotaan” 

INDIKATOR 
“Nilai SAKIP” 

TUJUAN 
Meningkatkan 

kualitas reformasi 
birokrasi dan 

meningkatkan iklim 
usaha dan investasi 

SASARAN 1 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

perizinan dan 

non perizinan 

SASARAN 2 

Meningkatnya 

iklim investasi 

dan realisasi 

investasi 
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Tabel 1.1 : Indikator Kinerja DPMPTSP 2019 - 2024 

 

NO TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

TUJUAN / 

SASARAN 

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA 

TAHUN KE 

2020 2021 2022 2023 2024 

  1. Meningkatka

n kualitas 

reformasi 

birokrasi 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

perizinan dan 

non perizinan 

Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

86 87 88 89 90 

2. Meningkatk

an Iklim 

Usaha dan 

Investasi 

Meningkatnya 

iklim investasi 

dan realisasi 

investasi 

Realisasi 

Investasi 

7 

trilyun 

7,5 

trilyun 

8 

trilyun 

8,5 

trilyun 

9 

trilyun 

 

 

Keterangan : Terdapat 2 (dua) SASARAN, dan 2(dua) INDIKATOR SASARAN 

 

 

 

2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 DPMPTSP 

melaksanakan 10 Program dan 42 Kegiatan Dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 

16.926.255.711 yang terdiri dari : 

- Belanja Tidak Langsung (BTL)  Rp. 12.187.886.086 

- Belanja Langsung (BL)  Rp. 04.738.369.625 

 Total  Rp. 16.926.255.711,- 

Adapun Realisasi keuangan pada tahun 2020 di jelaskan sebagai berikut: 

- Realisasi BTL adalah 94.78 % atau sebesar Rp. 11.551.128.900 

- Realisasi BL adalah 88.90 % atau sebesar Rp. 4.212.264.879 

- Dengan realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar 93.13 % 

 

 

 

3. REALISASI INVESTASI PROVINSI LAMPUNG 

Target BKPM RI  : 4.93 T 

Target IKU Renstra : 7 T 

Realisasi   : 14.29 T (289.8%) berdasarkan dari target yang ditentukan BKPM 

Realisasi   : 14.29 T (204.14%) berdasarkan dari target yang ditentukan  

: IKU Renstra 
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4. JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebanyak : 12.588 dengan rincian 

terbanyak yaitu Izin Pengeluaran Ternak Sapi sebanyak 9.862 dan Penelitian / Tugas Belajar 

sebanyak 1.211. 

 

 

 

5. TOTAL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

Dalam satu anggaran dan pelayanan tahun 2020 di dapat total permohonan Informasi Publik 

yaitu sebanyak 2.011 permohonan dan yang telah di tanggapi sebanyak 1.831 Permohonan 

 

 

 

6. HAMBATAN dan UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

HAMBATAN 

Sebagai informasi penting, bahwa pada periode Tahun 2020 di awal bulan maret terjadi 

Pandemic Covid-19 yang melanda semua daerah domestic, nasional dan global yang 

berpengaruh terhadap strategi, kebijakan dan regulasi yang di jalankan oleh Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. Sebagai dampaknya, terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang 

dihadapi DPMPTSP Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan. Antara 

Lain : 

1. Aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka 

Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Anggaran Kas (RAK), namun kondisi lingkungan 

di masa pandemic Covid -19 yang telah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang 

ditempuh Pemerintah harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan dan 

secara langsung ataupun tidak langsung hal tersebut berdampak pada munculnya 

keterbatasan teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan. 

2. Dengan adanya bencana pandemic Covid -19, maka terjadi refocusing anggaran yang 

berakibat pada pelaksanaan kegiatan pada DPMPTSP. Ada beberapa kegiatan yang tidak 

dapat terlaksana dikarenakan pengurangan anggaran, terutama anggaran untuk perjalanan 

dinas, promosi, sosialisasi dan pengawasan sehingga berpengaruh terhadap output yang 

telah ditetapkan. 
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UPAYA – UPAYA 

Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi dari DPMPTSP, serta dalam rangka pencapaian 

sasaran strategis RENSTRA, maka terdapat penyesuaian alokasi anggaran maupun metode 

dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di tahun 2020, antara lain : 

- Melaksanakan pelayanan perizinan online dan bot layanan untuk pendistribusian izin yang 

telah terbit menggunakan jasa pengantar online. 

- Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas (di dalam maupun luar Provinsi), dengan lebih 

melaksanakan rapat – rapat koordinsi melalui pemanfaatan teknologi berupa virtual 

meeting. 

- Di kondisi pandemic Covid -19 yang belum berakhir dan keuangan Daearh yang terbatas, 

pengelola kegiatan senantiasa memperkuat koordinasi dan manajerial sehingga 

pelaksanaan kegiatan akan dapat tetap dilaksanakan secara efisien, efektif dan subtantif. 

- Memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk peningkatan pelayanan public. 

- Lebih mengefektifkan pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS dan sicantik cloud. 

 

 


